LEMBARAN 'DAERAH
DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO

KABUPATEN
Nomor @ 2 Tahun 1989 Sen A No 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
'SUKOHARJO'
NOMOR 6 TAHUN 1987
| TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BU2ATI KEPALA DAERAH TINGKAT lI SUKOHARJO

animbahg "1 4, bahwa Peraturan Daerah ‘Kabupaten Daerah Tingkat II Su--
¥ ‘koharjo tanggal 2 Oktober 1954 tentang Mengadakan Pajak
Kendaraan. diundangkan' dalam ‘Lembaran ‘Daerah Propinsi

Jawa Tengah tanggal 10 September 1955 Seri C nr. 30 yang

telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Da -

erah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan yang kesem-
bilan Peraturan Pajak Kendaraan tidak bermotor dipandang
o %5 ‘sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ‘dan perkembangan
¢ <70 ‘dewasa fni, sehmgga perlu dmnjau kembah dan diganti

dengan Peraturan Daerah’baru iy

. QR

=8
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Mengingat

b.

~ cara deana A |

e - B9 dang Nomor 5 Tahun igi-“--tenta

8 1

. \dehoan itu Peraturap ,
pawa sehubungat A Dy Bergy
u dicabut dan dltetap an Peratura ik o,

tidak bermotor, e \

diatas per!
tang pajak Kendaraan

Ilg ‘
pokak Pemermtahan di Daerah P%li

Undang -  undang Nomor 13 Tahun 1950 teﬂtan Ly |
;

kan Daerah - daerah Kabupaten dalam hngkun . pmbt[‘

\
Jawa Tengah ; %j

Undang - undaig Nomor ll / Drt Tahun 1957 tenta
“8P

aturan Umum Pajak Daerah ; ’

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hk |

Dengan Persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten e

Tingkat II Sukoharjo

Menetapkan

"MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TN,

KAT II.SUKOHARJO TENTANG PAJAK KENDARA
TIDAK BERMOTOR

- d.

HAg e
KETENTUAN UMUM
Pasal R | '

- Dalam Peraturan Daerah ini_yang dimaksud cengan :

Dl
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupate?

Tingkat _II_S,u}(oh_arJO ;

b, Bupati **"

«1
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p. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sukoharjo-;

C. Dinas Pgndapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo p |

Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

e. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian
Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

f. Kendaraan tidak bermotor adalah semua jenis kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan penghela yang
menggunakan jalan’ - jalan umum, baik untuk kepentingan sen -
diri maupun untuk mengangkut_barang atau penumpang ;

g. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah pajak yang dikenakan

atas kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud huruf

asal ini 3 |
- h adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I
h. Kas Daerah @

Sukoharjo.
BAB 11

AYAH SUBYEK DAN OBYEK PAJAK
IL Por

NAMA, W
pasal 2

Jaraan Tidak Bermotor dipungut pajak karena
Kenda

jak ]
a P2 i araan ti

dak bermotorl dalam wilayah Kabupaten

nam ]
1 ) eng en uasal

otk gukohatio:

. ngkat :
pacrab T (2) Subyek
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yek pajak adalah orang atau bagy,
0y
I

( 2 ) Sub
kendaraan tidak bermotor i
. ng

menguasai

(3) Obyek pajak adalah kendaraan tidak ber,
Otor,

Pasal 3

) Wajib p:ijak adalah setiap’ pemilik / penguasa
' 0

bermotor yang be b

Dacrah Tingkat 1] SuKoharjo.

(1

itempat tinggal dalam il ,

) Kepala Keluarga ditetapkan sebagai  penanggungiy;

§.2
untuk ,apggota - anggota keluarganya. -
Kendaraan tidak bermo

- maka 'mereka masing - masing b

(3) Jika suatu tor dimiliki / diku

lebih" dari seorang’

wab atas’ pembayaran ‘pajaknya.

gungja
BAB III
. PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 4 :
i tidak

ftarkan kendaraa

¢ pada aki

( 1) Wajib pajak berkewajiban menda
i o’
% or yang dlmlhkl / dikuasai paling lamba
aret setiap tahunnya |
juas!

( 2 ) Bagi Ke k
nd Ti
araan Tidak Bermotor yang dimﬂi i/ di
_didﬂfw

sudah bula '
paling laml‘: Maret ' tahun pajak | berjalan wajib
at 3 ('ti :
(‘tiga ) bulan setelah pemilikan/ penguai

RN
aRy Lot d ]

L e R BL) Pajale
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( 3‘) Pajak sebagaimana’ dimaksyd dalam Pasal 2 ayat (1) harus
dibayar Lunas pada saat pendaftaran kepada K

atau melalui Bendaharawap khusus Penerima.,

as Daerah

( 4 ) Apabila pendaftaran dap pembayaran pajak dilakukan setelah

lewat waktu sebagaimana dimaksud  ayat (1) dan (2) Pasal
ini dikenakan denda fiskal 50 % "'(’ Lima' puluh perseratus )
dari jumlah' pajak yang ‘terhutang. _
(5) Tata cara dan tempat pendaftaran diatur oleh Bupati Kepala
Daerah. - hess &y
Pasal 5
Apabila pada suatu tahun pajak, kendaraan tidak bermotor -dialih -
kan pemilikan |/ penghasaaﬁ kepada orang lain dan pajak untuk
tabun tahun tersebut telah dibayar lunas, maka pemilik / penguasa
yang baru dibebaskan dari, pembayaran pajak untuk tahup yang

bersangkutan.
Pasal 6

( 1 ) Terhadap pembayaran pajak sebagaimana "dimalicsud .pas.al 4
ayat (3) Peraturan Daerah ini kepada wajib pajak: diberikan
tanda bukti pembayaran ( penning ) yang harus ditempelkan
pada kendaraan yang bersangkutan, :

(2) Bentuk dan warna tanda pembayaran pajak ( penning ) sebagai-

pa dimaksud ayat (1) pasal ini setiap tahun ditetapkan’
ma
oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

L
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Pasal 7

(.1 ) Penning  sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayag (1) p

btaié. |
Daerah ini dianggap rusak apabila : Uy,

a. nomor dan angka tahun yang tertera pada pIOmbxr y ]

atau tidak terbaca ;

b. nomor dan angka tahun yang tertera pada plombir p; il
lg

karena robek atau koyak.

(2) Dalam keadaan tersebut ayat ( 1 ) Pasal ini, Wajib Pajak g;
wajibkan membayar pajak lagi sesuai dengan ketentuap di.

maksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB 1V
BESARNYA PAJAK
Pasal 8

Besarnya Pajak Kendaraan Tidak Bermotor tiap - tiap tahun ada-
lah sebagai berikut

a Sepeda Sebesar Rp. 150-
b.  Becak Sebesar R . 400,-

P :
¢.  Kendaraan roda empat yang ditarik hewap sebesar Rp. 350~
d. Kendaraan roda dua yang ditarik hewap sebesar Rp. 300~

e.  Kereta | Gerobag / Songkro dorong

sebesar

BAB vy

CamScanner



94

“ BAB V
_PEMBEBASAN
Pasal9

Kendaraan Tidak Bermotor yang dibebaskan dari Pajak adalah :

a. Sepeda yang sifatnya untuk permainan:anak - anak.

b. Sepeda Roda tiga yang dlgunakan untuk kepentmgan Pemerintah
Daerah.

c. Sepeda untuk Dinas. .

Gerobag dorong / tarik yang digunakan untuk kepentingan Peme-
rintah Daerah.

Kereta dorong yang dlgunakan untuk kepentmgan Rumah Sakit
dan Palang Merah Indoae31a ( PMI ).

Kereta dorong milik perkumpulan Masyarakat yang disunakan
untuk membawa mayat.

g. Kereta dorong untuk mennasuh bayi.

Semua jenis kendaraan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal jnj
yang dipajang sebagai barang dagangan atau yang sedang diper -

baiki di bengkel - ‘bengkel.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan dalam Pasal 4 ayat

(1) sampai dengan ayat ( 4 ) dan pasal 6 ayat (1) diancam
. id kurungan selama - lamanya 1 ( satu ) bulan atau denda se-
pidana

_ ( tujuh tibu lima ratus rupiah )
L knya Rp. 7.500,- (
banyak banya ;
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BAB VII

AWASAN DAN PE
PELAKSANAAN, PENG NYIDIKAN
Pasal 11

( 1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini disergh-kan J
i,
Dinas Pendapatan Daerah.

( 2 ) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah jp; dity

Bagk
kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian &

Hukunl
dan Organisasi & Tatalaksana.

Pasal 12
( 1) Selain pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia yang
bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tingay Pida
na sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ip; dapy
juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkung.
an Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Suk -
harjo yang pengangkatannya di‘e:apkan sesuai dengan reran-

ran perundang - undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS seba -

gaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pangaduan dari seseorang tenidt
adanya tindak pidana :

?

b. melakukan - °

CamScanner



melakukan tindakan pertama pada saat

itu ditempat kejadian
serta melakukan pemeriksaan

.
3

menyuruh berhenti seseorang tersangka dan perbuatannya dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka :

melakukan penyitaan benda dap atau surat: ;
mengambil sidik jari dan memotret seseorang

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter -
sangka atau saksi ;

?

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan de ~

ngan pemeriksaan perkara ;

menghentikanan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari

penyidik POLRI bahwa tidak. terdapat cukup bukti atau peristi-

wa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya
melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper -

tanggung jawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
pasal 13

{am Peraturan Daerah ini akan di-
lum diatur da
yang be

Hal - hal it Kepala Daerah sepanjang mengenai
u

atur lebih Janjut oleh

pelaksanaanya-

Pasal 14 /i vis s o s
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Pasal 14
Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah K
ahu

ten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tanggal 2 Oktober 1952

mengadakan pajak Kendaraan yang diundangkan dalap, Leyg
i

Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1955 S

nr. 30 beserta segala perubahannya dinyatakan tikak berluky hy
th

el:,

9

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengy.
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Len.

ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember 19

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT 11 SUKOHAR/
SUKOHARJO -
KETUA.
ttd,
fdd.
DJOKO WALUJO, BA. Dy A
SUPRAPTO
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DISAHKAN
Denged surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

. 17 Desembter 1988 No. : 973.024.33 - 944.
Direktorat Jenderal

Tan ggal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Sekretaris

t-t.d.

Ir. SUJAMTO

L)
L4

embaran Daerah

Diundangkan dalam L -
Cukoharjo

Tingkat 11
A No. 1

1989.

Kabupaten Daerah |
Nomor : 2 Th. 1989 Ser;

Pada tanggal 23 Maret

S wilayah [ Daerah

An. Sekretari

ttd.
(4

“pTO
Drs SUTJI',PT"
T NIP. 500031518

e
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